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ABSTRAK 

Judul Skripsi   : PENYELESAIAN SENGKETA INDUSTRIAL TENTANG 

UPAH PEKERJA DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA 
TBK,( Analisis Kasus Putusan Sela Pengadilan Hubungan 
Industrial Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG ). 

Nama              : NASRUL FAJAR 

NPM    : 1307350003 

Kata Kunci      : Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial             
Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG ) 

Isi Abstrak       : 

Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang mengakibatkan putusnya Hak-

hak pekerja tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Indusrial, terkait Putusan Sela Pengadilan 

Hubungan Indusrial dalam perkara Nomor 25/PDT.SUS-

PHI/2017/PN.BDG ).Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Bandung Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menolak 

Eksepsi mengenai Upah dan Hak-hak pekerja yang belum di bayarkan, 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme 

pekerja dalam memperoleh Upah selama proses Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004? Bagaimana Akibat Hukumnya apabila perusahaan 

tidak membayar Upah pekerja selama proses Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Indusrial (PPHI). Metode yang digunakan adalah Yuridis 

Normatif sumber data dari sumber data dari data Skunder berupa Literatur 

Hukum arsip Dinas tenaga kerja, bahan Hukum Primer berupa peraturan 

perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 hasil penelitian menunjukan bahwa 

berdasarkan pasal 155 ayat (2) menyatakan ”Selama Putusan Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan baik 

pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala 

kewajibannya” maka para pihak harus tetap melaksanakan Hak serta 

kewajiban masing-masing seakan belum efektif terjadi Pemutusan 

Hubungan Kerja, sehingga di sisi lain para pihak juga masih harus tetap 

memperoleh Hak-haknya selama masih berperkara dan menunggu 

Putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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